
GUBERNUR GORONTALO
PERATURANGUBERNURGORONTAW

NOMOR lt3 TAHUN2015

TENTANG

PENJABARANPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH
PROVINSIGORONTALOTAHUNANGGARAN2015

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNURGORONTAW,
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2015, maka perlu Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
Gorontalo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4060);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004'
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4400);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan
Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4438);

10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130),Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5049);

11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5280);

12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5234);

13.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5494);

14.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5568);

15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5587);

16.Peraturan Pemerlntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor210,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4028);
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17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4416);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor48, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4502);

19.Peraturan Pemerintah Nomor54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4693);
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27. Peraturan Pemerlntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerlntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

28. Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerlntah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerlntah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5209);

29. Peraturan Pemerlntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

30. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerlntah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3655);

31. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2015
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 12).

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURANGUBERNURTENTANG PENJABARANPERUBAHAN
ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH PROVINSI
GORONTALOTAHUN ANGGARAN2015.

Pasa11

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 semula beIjumlah Rp1.419.850.510.742,25
bertambah/berkurang sejumlah Rp11.974.502.785,00 sehingga
menjadi Rp1.431.825.013.527,25 dengan rlncian sebagai berikut:

Rp. (87.002.816.278,86)

Rp.1.518.827.829.806.11

Rp. 1.431.825.013.527,25

Rp.l.468.732.072.042,25
Rp. 50.095.757.763,86

a. Pendapatan:
1.Semula Rp. 1.419.850.510.742,25
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.974.502.785,00
Jumlah Pendapatan setelah
Perubahan

b. Belanja:
1.Semula
2. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja setelah
Perubahan
Surplus / (Defisit)
Setelah Perubahan
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c. Pembiayaan:
1.Penerimaan:
a}Semula Rp.
b) Bertambah/ (berkurang) Rp.
Jumlah Penerimaan
setelah perubahan

58.881.561.300,00
28.121.254.978,86

Rp.87.002.816.278,86

2. Pengeluaran:
a) Semula Rp. 10.000.000.000,00
b)Bertambah/ (berkurang) Rp. (lO.OOO.OOO.OOO,OO)
Jumlah Pengeluaran
setelah perubahan Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah
perubahan Rp. 87.002.816.278,86
Sisa lebih pembiayaan anggaran
Setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal2
Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran IPeraturan Gubernur ini.

Pasal3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran IIPeraturan Gubernur ini.

Pasal4

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur
ini.

Pasal5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, Pasal3 dan Pasal4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Pasal6

Pelaksanaan penjabaran APBDyang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan keIja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
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Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2015 NOMOR 3'
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
18 September 2015

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
18 September 2015
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